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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan besar atau great power1 

merupakan fenomena internasional yang sekarang ini sering dibicarakan kalangan 

akademisi hubungan internasional, para pakar politik dan ekonomi. Hal ini 

berkaitan dengan pertumbuhan Tiongkok yang terus meningkat setiap tahunnya 

baik dari sisi ekonomi, kekuatan militer dan kekuatan politik internasional. Salah 

satu contoh kebangkitan Tiongkok dari sisi ekonomi bisa diukur dari jumlah GDP 

negara yang terus meningkat dimana data terakhir dari World Bank menunjukkan 

GDP Negara Tiongkok di tahun 2017 sebesar: 12.238 Triliun USD (World Bank 

Data 2018). Angka ini jauh dari Jepang yang GDP negara di tahun 2017 tercatat 

hanya 4.872 Triliun USD, India yang tercatat sebesar 2.601 Trilliun USD (World 

Bank Data 2018), atau Korea Selatan yang GDP negara di tahun 2017 tercatat hanya 

1.531 Trilliun USD (World Bank Data 2018). Data tahunan World Bank 

menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sekarang ini merupakan ekonomi kedua 

terbesar di dunia sebelum Amerika Serikat dengan GDP sebesar 19.391 Trilliun 

USD (World Bank Data 2018). 

 
1 Great-power adalah: kumpulan negara-negara elit dengan kemampuan negara yang sudah di atas 

rata-rata apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di system internasional; dengan 

kriteria penting seperti: dimensi populasi, produktivitas ekonomi, kekuatan militer (Organski dan 

Kugler).  
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Adapun kebangkitan ekonomi Tiongkok merupakan hasil dari program 

percepatan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok pada 40 tahun 

terakhir. Kebangkitan ekonomi mulai mengalami percepatan pada masa 

pemerintahan Deng Xiaoping, melalui kebijakan “Open Door Policy” yang 

membuka peluang untuk para foreign direct investment untuk bisa menanamkan 

saham/modal di pasar Tiongkok baik yang bersifat publik atau privat. Sejak 

keterbukaan open door policy atau kebijakan pintu terbuka pada Desember 1978, 

ekonomi Tiongkok terus berkembang pesat dan bahkan termasuk ekonomi yang 

stabil ketika terjadi krisis ekonomi 1997/98. Open door policy juga menjadikan 

Tiongkok sebagai lahan FDI (Foreign direct investment) terbesar di Asia dan pada 

akhirnya dunia. Alasan Tiongkok menjadi tujuan utama FDI adalah politik negara 

yang dinilai cukup stabil, pertumbuhan ekonomi yang kuat, adanya peningkatan 

tiap tahunnya untuk neraca konsumen (Mar and Richter 2003). 

Faktor lain yang juga mendukung Tiongkok sebagai kekuatan besar atau 

great power adalah kebangkitan angkatan militer atau biasa disebut People’s 

Liberation Army (PLA). Kebangkitan kekuatan militer Tiongkok merupakan hasil 

dari penerapan reformasi PLA dan modernisasi kekuatan militer Tiongkok, yang 

tercantum dalam tiga pilar: (1) Pengembangan kemampuan dan sistem senjata baru; 

(2) Reformasi lembaga militer dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas 

angkatan militer Tiongkok; (3) Pengembangan doktrin perang yang disesuaikan 

dengan perkembangan militer (Sauders 2008). Hal ini juga didukung dengan 

peningkatan anggaran militer yang terus dilakukan tiap tahunnya. Tahun ini saja 

anggaran militer Tiongkok tercatat sebesar 177,5 Milyar USD, dimana mengalami 



 

3 
Universitas Pelita Harapan 

peningkatan sebesar 7.5% dari anggaran tahun lalu sebersar 167,4 Milyar USD 

(Center for Strategic and International Studies 2015). Peningkatan anggaran tiap 

tahunan ini diharapkan dapat membentuk angkatan militer Tiongkok atau PLA 

(People’s Liberation Army) yang siap untuk menghadapi segala bentuk konflik 

peperangan di berbagai elemen baik di darat, udara, laut, bahkan dunia maya, dan 

luar angkasa, demi mewujudkan angkatan militer modern pada tahun 2035 nanti, 

sebagaimana yang menjadi cita-cita dari Presiden Xi Jinping (USCC 2018). Selain 

penguatan angkatan militer wujud dari modernisasi militer juga dilakukan melalui 

latihan Joint Military Training dengan negara sahabat. Hal ini selain untuk 

meningkatkan keahlian perang bagi para anggota militer Tiongkok, juga sebagai 

salah satu cara Tiongkok dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan regional 

dan internasional.  

Tiongkok sadar bahwa dengan kekuatan ekonomi dan militer yang 

dimilikinya, serta kemitraan yang sudah dibentuk dengan negara-negara lain, maka 

nantinya hal ini bisa dimanfaatkan Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh atau 

bargaining power yang lebih besar baik itu di dalam politik level regional maupun 

internasional. Oleh sebab itu wajar apabila Tiongkok ingin memperkuat 

“pengaruhnya” di level kawasan. Salah satunya adalah di Kawasan Asia Selatan, 

yang di dalamnya termasuk: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, 

Kepulauan Maladewa (Maldives), dan Afghanistan (Hagerty 2005).  
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Gambar 1. Peta Kawasan Asia Selatan (United Nations, December 2011) 

Kawasan Asia Selatan bisa dikatakan sebagai salah satu wilayah penting 

bagi Tiongkok baik dalam hal ekonomi, keamanan dan politik. Aspek ekonomi 

penting karena Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu wilayah utama impor 

produk-produk Tiongkok. Sebagaimana yang dilaporkan dilaman World Integrated 

Trade Solution pada tahun 2017 tercatat Tiongkok merupakan mitra dagang utama 

impor untuk Kawasan Asia Selatan, dengan nilai transaksi perdagangan sebesar 

(USD): 92.763.004.20 dengan pembagian saham sebesar (%): 17,41 (World 

Integrated Trade Solutions 2017). Tingginya peluang ekonomi di Kawasan Asia 

Selatan juga ditunjukkan dari jumlah investasi Tiongkok sebesar 2,590 Milyar 
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USD, yang menjadikan Tiongkok sebagai investor terbesar di Kawasan Asia 

Selatan (Data Wrapper 2016). Tiongkok juga banyak berperan dalam pembangunan 

infrastruktur di Kawasan Asia Selatan (seperti pelabuhan, bandara, jalan raya) dan 

fasilitas ekonomi (seperti pembangunan industri pabrik dan perusahaan 

multinasional).  

Aspek keamanan Kawasan Asia Selatan juga dinilai penting bagi Tiongkok 

mengingat lokasi kawasan yang saling berdekatan. Tiongkok yang secara geografis 

berbatasan langsung dengan India, Pakistan, Bhutan, Nepal, dan Afghanistan, 

menjadikan Tiongkok rentan terhadap konflik perbatasan atau perebutan wilayah. 

Contohnya yang terjadi pada tahun 1950 saat Tiongkok melakukan invasi wilayah 

Tibet dari India atau Perang Tiongkok dengan India yang terjadi pada tahun 1962 

karena isu perbatasan. Aspek keamanan juga dilihat dari jumlah populasi wilayah, 

dimana Kawasan Asia Selatan menyumbang 23% dari jumlah populasi dunia, 

dimana 21% populasi tersebut tersebar di negara India, Bangladesh, dan Pakistan 

(Hagerty 2005). Jumlah populasi negara tetangga yang tinggi dinilai Tiongkok akan 

menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional seperti adanya: kelompok 

separatis, terorisme, dan kelompok ekstremis agama. Tiongkok juga khawatir 

terhadap kemungkinan konflik antar negara kawasan yang berpotensi merugikan 

Tiongkok dikemudian hari. Konflik yang dimaksud seperti kemungkinan konflik 

antara India-Pakistan yang bisa membahayakan keamanan Tiongkok dan kawasan, 

mengingat kedua negara memiliki teknologi senjata nuklir, atau konflik 

Afghanistan yang bisa menimbulkan dampak ancaman terorisme. Selain itu 

Tiongkok juga khawatir dengan kemungkinan adanya pengelompokkan pangkalan-
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pangkalan militer di sekitar negaranya, yang bisa mengancam keamanan nasional 

Tiongkok.  

Kawasan Asia Selatan juga dinilai penting bagi Tiongkok karena alasan 

politik. Kawasan Asia Selatan merupakan rumah bagi emerging power seperti 

India, yang merupakan salah satu pesaing utama Tiongkok di Kawasan Asia Selatan 

dan di level internasional. Keberagaman politik, budaya, dan etnik juga tidak jarang 

memicu terjadinya konflik. Oleh sebab Tiongkok juga turut berpartisipasi dan aktif 

mengikuti forum internasional seperti:  China-South Asia Forum yang membahas 

mengenai isu sosial dan ekonomi kawasan, kemudian menjadi observer pada 

organisasi kawasan South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 

sebagai cara agar bisa terus ikut serta dalam pembahasan isu-isu terbaru di Kawasan 

Asia Selatan, terutama yang berhubungan dengan kepentingan Tiongkok. 

Kehadiran Tiongkok di organisasi kawasan juga menjadi kesempatan untuk dapat 

mengimplementasikan kepentingan Tiongkok dan mempengaruhi evolusi politik di 

wilayah tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang nantinya akan 

memajukan Tiongkok, dan secara bersamaan berusaha untuk menghalangi 

perkembangan kekuatan - kekuatan yang mungkin bertentangan dengan tujuan 

Tiongkok (Hagerty 2005). 

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa dinamika hubungan politik regional 

antara Tiongkok dan negara-negara di Kawasan Asia Selatan merupakan hubungan 

yang dinamis, yang diwarnai dengan kolaborasi dan kompetisi satu sama lain. 

Tiongkok sendiri memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan tiap negara di 

Kawasan Asia Selatan. Hubungan tersebut pun bisa dibagi antara hubungan 
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Tiongkok dengan India-Pakistan-Afghanistan, dan Tiongkok dengan negara-negara 

kecil Asia Selatan lainnya atau Smaller South Asian Countries (SSA) yang terdiri 

dari: Bangladesh, Bhutan, Kepulauan Maladewa (Maldives), Nepal, dan Sri Lanka.  

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dinamika politik antar, 

negara dan menghubungkannya dengan salah satu inisiatif yang digagas oleh 

Presiden Xi Jinping melalui Belt Road Initiative (BRI), sebagaimana dijelaskan di 

dalam artikel politik yang dilansir di laman Foreign Analyst, menyatakan bahwa 

Presiden Xi Jinping dalam pidato kenegaraanya di bulan Agustus lalu, menyatakan 

bahwa proyek Belt Road Initiative (BRI) ini merupakan sebuah upaya Tiongkok 

untuk memperbaiki “global governance system” dan untuk mengedepankan 

“community of shared destiny”. Tiongkok juga mengusung ide keterbukaan, 

transparansi dan keadilan bagi seluruh negara, dengan menolak aksi-aksi 

proteksionisme, dan mengedepankan ekonomi dunia yang adil baik bagi 

masyarakat internasional maupun lokal. Pengadaan proyek Belt Road Initiative 

(BRI), merupakan sebuah gagasan pengembangan dan pembangunan infrastruktur 

darat dan laut, yang diprakasai oleh Tiongkok. Cara kerja Belt Road Initiative (BRI) 

berupa pemberian pinjaman, dana investasi berkala, atau berupa hibah. Seringkali 

upaya Tiongkok ini menuai beragam tanggapan dan reaksi dari negara-negara di 

Kawasan Asia Selatan.   

 

 

 



 

8 
Universitas Pelita Harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Belt and Road Initiative  

Salah satu tanggapan tersebut datang dari India, dimana dinamika hubungan 

Tiongkok dengan India seringkali menjadi salah satu tolak ukur dinamika politik 

Kawasan Asia Selatan. Pasalnya, kedua negara kedua negara memiliki beberapa 

persamaan dalam aspek: jumlah tingkat populasi yang tinggi, keduanya merupakan 

raksasa ekonomi, dan keduanya saling memiliki kekuatan senjata nuklir. Ditambah 

lagi baik Tiongkok dan India sama-sama memiliki aspirasi untuk menjadi kekuatan 

regional dengan memperluas jangkauan pengaruh dan kekuasaan di Kawasan Asia 

Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, dan Afrika (Debora 2017). Hal ini yang 

menyebabkan hubungan kedua negara seringkali dipenuhi dengan kecurigaan dan 

melihat satu sama lain sebagai ancaman stabilitas negara. Ditambah adanya riwayat 

konflik berkepanjangan antara Tiongkok dan India mengenai isu perbatasan, yang 

sampai sekarang masih menjadi hambatan hubungan kenegaraan keduanya. 
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Dimana puncak dari isu perbatasan ditandai dengan Perang Sino-India yang terjadi 

pada tahun 1962 di titik konflik Arunachal Pradesh, yang terjadi ketika ditemukan 

dua personil militer Tiongkok yang melewati garis batas dari dua titik yang berbeda, 

yaitu dari Ladakh dekat wilayah Kashmir dan dari garis batas Mc Mohan Line; yang 

kemudian memicu terjadinya perang di antara kedua negara (Debora 2017). 

Hubungan Tiongkok dan India seringkali juga dipengaruhi oleh hubungan antara 

Tiongkok dan Pakistan.  

Adapun hubungan kenegaraan Tiongkok dengan Pakistan sangat berbeda 

jika dibandingkan dengan hubungan Tiongkok-India. Pasalnya Tiongkok dan 

Pakistan melihat satu sama lain sebagai mitra strategis, baik secara ekonomi 

maupun kekuatan militer. Pakistan juga termasuk negara yang menyetujui Belt 

Road Initiative (BRI) sebagai sebuah peluang ekonomi, hal ini didukung dengan 

pemberian dana investasi Tiongkok kepada Pakistan melalui Koridor Ekonomi 

China-Pakistan (CPEC-China Pakistan Economic Corridor) lima tahun lalu dengan 

memberikan dana investasi sebesar 19 Milyar USD (VOA 2019). Melalui CPEC 

telah dibangun jalan baru, pembangkit listrik dan pelabuhan komersial strategis 

Laut Arab di Gwadar, yang mengawasi beberapa jalur pengiriman minyak dan gas 

tersibuk di dunia dan dianggap sebagai pintu gerbang CPEC (VOA 2019). 

Sementara dari segi dukungan militer, Tiongkok banyak membantu perkembangan 

armada militer Pakistan; dengan menjadi penyedia alutista bahkan menjadi negara 

yang mendukung perkembangan senjata nuklir dan misil Pakistan (Hagerty 2005).  

Adanya program CPEC di bawah Belt Road Initiative (BRI) ini kemudian 

dinilai India sebagai sebuah ancaman dan menilai Negara Pakistan yang kuat akan 
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memberikan ancaman kedepannya bagi kelangsungan politik India (Mahbubani 

2013). Contohnya: dalam isu India-Pakistan seperti isu Kashmir. Oleh sebab itu 

India di bawah permerintahan Narendra Modi melakukan beberapa perubahan 

terhadap kebijakan luar negeri India, yang sebelumnya memiliki kebijakan “Look 

East” menjadi kebijakan yang lebih progresif ke “Act East Policy”. Kebijakan ini 

sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam press release Kementerian Luar 

Negeri India; menjelaskan bahwa Act East Policy merupakan kebijakan luar negeri 

India yang akan fokus pada perpanjangan kerja sama terhadap negara-negara di 

kawasan Asia-Pasifik (Singh (Retd.) 2015). Berikut juga sebagaimana dijelaskan 

oleh artikel di laman the interpreter bahwa kebijakan lain yang dikeluarkan India 

adalah “Neighborghood First Policy” yang merupakan kebijakan yang mendorong 

kerja sama dan hubungan kenegaraan antara India dan negara-negara tetangga di 

Kawasan Asia Selatan (Jaishankar 2017). Adapun India dan Tiongkok juga sadar 

bahwa penting untuk tetap menjaga stabilitas perbatasan, karena ancaman yang 

datang dari Afghanistan dan Pakistan yang sewaktu-waktu bisa saja dikuasai oleh 

kelompok terorisme, dimana India dan Tiongkok juga yang akan terkena imbas 

dengan munculnya kelompok-kelompok domestik ekstrimisme yang bersedia 

untuk menjadi simpatisan kelompok teroris (Mahbubani 2013).  

Sementara hubungan Tiongkok dengan negara-negara kecil Asia Selatan 

atau Smaller South Asian Countries (SSA) seperti: Bangladesh, Bhutan, Kepulauan 

Maladewa (Maldives), Nepal, dan Sri Lanka. Hubungan kenegaraan dengan 

Tiongkok pun seringkali digambarkan antara peluang atau “jebakan” yang juga 

sering disebut dengan china debt trap. Untuk negara-negara kecil Asia Selatan yang 
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memiliki perekonomian dan kekuatan militer yang dinilai stabil atau cukup 

mumpuni seperti Bangladesh, maka hubungan kedua negara dinilai sebagai sebuah 

kesempatan atau peluang untuk memajukan kelangsungan negeri. Dimana 

Bangladesh bersedia untuk menjadi negara utama penerima impor produk-produk 

Tiongkok, sebagai imbalannya Tiongkok bersedia untuk membangun infrastruktur 

ekonomi dan menyediakan perlengkapan militer dengan harga yang terjangkau bagi 

negara berkembang seperti Bangladesh (Samaranayake 2019). 

Berbeda halnya dengan dengan Sri Lanka yang ingin mengikuti 

keberhasilan hubungan Tiongkok-Bangladesh, akan tetapi lupa mengukur 

kemampuan nasionalnya. Alhasil banyak yang menilai hubungan Sri Lanka dan 

Tiongkok merupakan contoh dari china debt trap. Namun hal ini ternyata lebih 

kompleks dari apa yang diberitakan dimedia massa, pasalnya ekonomi Sri Lanka 

sendiri sudah lebih rendah dibandingkan Bangladesh, dan termasuk sebagai salah 

satu negara Asia yang dinyatakan oleh Asia Development Bank (ADB) sebagai 

negara dengan hutang tertinggi. Adapun perubahan status negara dari low income 

ke middle income hanya menjadikan negara Sri Lanka berusaha mencari pinjaman 

ke negara lain dikarenakan anggaran pinjaman di Asia Development Bank (ADB) 

yang sudah dibatasi. Itu sebabnya Sri Lanka setuju untuk melakukan kerja sama 

pembangunan infrastruktur Belt Road Initiative (BRI) berupa pembangunan 

pelabuhan di wilayah Colombo dan Hambatota (Samaranayake 2019). Adapun 

kerja sama pembangunan menjadi masalah ketika Sri Lanka tidak bisa membayar 

pinjaman investasi yang diberikan dan menghasilkan persetujuan penyelesaian 

dengan persetujuan pemegangan hak operasional pelabuhan yang diberikan kepada 
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Tiongkok selama 99 tahun kedepan. Wajar akhirnya ketika negara-negara kecil 

Asia Selatan seperti Nepal, Bhutan dan Kepulauan Maladewa memberlakukan 

hubungan kenegaraan dengan Tiongkok yang terbuka dan hati-hati, setelah melihat 

pengalaman Sri Lanka. Negara-negara ini juga cenderung melakukan kerja sama 

dengan Negara India yang dinilai bisa mengimbangi kekuatan dari Tiongkok.  

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji melihat dinamika politik 

Kawasan Asia Selatan yang sangat dinamis, yang dimana penulis menilai belum 

banyak kajian mengenai hubungan Tiongkok dengan Kawasan Asia Selatan secara 

menyeluruh. Dengan adanya Belt Road Initiative (BRI) menjadi momentum yang 

tepat untuk menjadikan ini sebagai contoh gambaran hubungan masing-masing 

negara.  
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1.2.  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis 

memutuskan untuk menyusun tiga pertanyaan ilmiah yang akan digunakan di dalam 

penelitian:  

1. Apa kepentingan strategis Tiongkok di Asia Selatan? 

2. Strategi apa yang akan digunakan Presiden Xi Jinping untuk 

mencapai targetnya di Asia Selatan? 

3. Bagaimana Tiongkok mempengaruhi dinamika politik regional 

Asia Selatan?   

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikarenakan melihat fenomena yang sekarang 

sedang terjadi mengenai kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan besar atau 

great power, yang membawa dampak perubahan terhadap dinamika politik global. 

Adapun untuk penelitian ini akan mengutamakan dampak perubahan dinamika 

politik pada level regional di Asia Selatan. Tujuan penelitian berusaha untuk 

menguraikan dan menjawab rumusan masalah yang sebelumnya sudah ditulis di 

bab sebelumnya.  

1. Mengidentifikasi kepentingan strategis Tiongkok di Asia Selatan.  

2. Menggambarkan  strategi yang digunakan Presiden Xi Jinping untuk 

mencapai tagetnya di Asia Selatan.  

3. Menjelaskan pengaruh Tiongkok terhadap dinamika politik regional 

Asia Selatan.  
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1.4.  Kegunaan atau Manfaat Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan tujuan menjadi sebuah penelitian yang 

bermanfaat baik bagi dunia akademis, praktis, dan sosial.  Diharapkan untuk dunia 

akademis, penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan Hubungan 

Internasional terutama dalam kajian negara dengan kekuatan besar (great power 

nation) seperti Tiongkok yang bisa mempengaruhi dinamika politik dari suatu 

kawasan, dengan menjelaskan kepentingan Tiongkok dari aspek ekonomi, politik, 

dan keamanan dalam membentuk hubungan kenegaraan. Penelitian juga diharapkan 

bisa memberikan kontribusi terhadap studi kawasan, terutama Kawasan Asia 

Selatan, dengan mengambarkan peran Kawasan Asia Selatan di dalam politik 

internasional.   

Penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai strategi yang digunakan Tiongkok di Kawasan Asia Selatan, terutama 

strategi dari aspek (1) ekonomi, (2) keamanan, dan (3) politik yang diambil pada 

masa Presiden Xi Jinping. Peneliti akan memaparkan strategi dari aspek: (1) 

ekonomi yang berkaitan dengan inisiatif kerja sama infrastruktur Belt Road 

Initiative (BRI); (2) keamanan yang berkaitan dengan pembangunan pangkalan 

militer juga pengadaan peralatan militer di Kawasan Asia Selatan; (3) politik yang 

berkaitan dengan hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Kawasan Asia 

Selatan.  

Penelitian juga diharapkan dapat memaparkan kepada pembaca mengenai 

dampak dari kehadiran Tiongkok di tengah Kawasan Asia Selatan terhadap 
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dinamika politik kawasan, dan pengaruhnya terhadap konflik-konflik kawasan 

seperti: (1) Isu India-Pakistan dan (2) Penanggulangan isu terorisme. Penelitian ini 

ditulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi dunia praktisi terutama untuk para: 

pembuat kebijakan, pengamat ekonomi/ politik/ keamanan internasional, dan 

pemangku kepentingan, yang diharapkan bisa membantu ketika akan melakukan 

hubungan kenegaraan dengan Tiongkok. Penelitian juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi dunia sosial dengan memberikan kontribusi pada pemahaman 

strategi-strategi yang sekiranya akan dilakukan oleh Tiongkok ketika melakukan 

kemitraan baik itu di bidang ekonomi, keamanan atau politik.  

1.5.  Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

          Bab ini berisi latar belakang yang menggambarkan kebangkitan Tiongkok 

sebagai sebuah negara kekuatan besar, dengan menjelaskan kemajuan Tiongkok 

yang terjadi pada aspek ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan politik Tiongkok 

pada masa Presiden Xi Jinping. Selain itu, juga membahas mengenai pengaruh dari 

kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan besar di level regional, terutama di 

Kawasan Asia Selatan. Dibahas juga mengenai kepentingan Tiongkok di Kawasan 

Asia Selatan yang dilihat dari aspek ekonomi, keamanan, dan politik. Terdapat pula 

deskripsi singkat mengenai dinamika politik Tiongkok dengan setiap negara di 

Kawasan Asia Selatan, yang dibagi antara hubungan Tiongkok dengan India-

Pakistan-Afghanistan dan Tiongkok dengan negara-negara kecil Asia Selatan 

(Smaller South Asian Countries/ SSA) seperti: Bangladesh, Bhutan, Kepulauan 
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Maladewa (Maldives), Nepal, dan Sri Lanka. Bab ini juga memaparkan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

          Bab ini berisi penjelasan secara mendalam mengenai tinjauan pustaka tentang 

studi-studi terdahulu terkait topik penelitian yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

strategi Tiongkok di Asia Selatan, persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan 

besar di Asia Selatan, isu regional Kawasan Asia Selatan. Selain itu, bab ini juga 

berisikan kerangka konseptual atau teoritik yang berisi teori-teori Hubungan 

Internasional yang relevan yaitu konsep geopolitik, kekuatan besar dan pendekatan 

neorealisme.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

           Bab ini menjelaskan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penulisan dan prosedur 

analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Bab ini berisi analisa dari hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan 

atau jawaban mengenai rumusan masalah dalam menganalisis mengenai 

kebangkitan kekuatan besar Tiongkok di kawasan Asia Selatan pada masa Presiden 

Xi Jinping dari perspektif geopolitik. Dimana terdapat tiga faktor rumusan masalah 

yang akan dianalisa dan dibahas secara mendalam yaitu: (1) Apa kepentingan 

strategis Tiongkok di Asia Selatan? (2) Strategi apa yang akan digunakan Presiden 

Xi Jinping untuk mencapai targetnya di Asia Selatan?  (3) Bagaimana Tiongkok 
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mempengaruhi dinamika politik regional di Asia Selatan?  Semua hal yang 

berkaitan dengan rumusan masalah akan disertakan dan dilampirkan pada bab ini.  

BAB V PENUTUP 

          Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa pada bab IV 

beserta saran dari penulis untuk para akademis maupun praktik.  

 


